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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/7571/KPU-Kot/X1/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

Menimbang: a. Bahwa untuk Melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 Tentang
Pedoman Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum,
Di Lingkungan Komisi Pemillhan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Maka perlu membuat Prosedur Standar
Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan
Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Gorontalo;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tentang Prosedur
Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota
Gorontalo.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
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Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, TambahanlLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

ho

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota
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Tambahan lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan

Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
82)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4356);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah

Lol I

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

-+

Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempa
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota



Menetapkan

KESATU

ARa s s

KETIGA

Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

1236);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
134 /Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan

Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan

Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-
Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten /Kota;

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GORONTALO TENTANG PROSEDUR STANDAR
OPERASIONAL PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Gorontalo
Pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GORONTALO
Ttd

SUKRIN SALEH TAIB

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota
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